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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Negara Indonesia merupakan Negara yang sedang giat-giatnya  membangun
untuk menigkatkan pembangunan di segala sektor dengan tujuan  untuk kemakmuran
Rakyat Indonesia. Melihat realitas tersebut keselamatan  kerja merupakan salah satu
faktor yang sangat vital dalam pelaksanaan tujuan  pembangunan nasional. Untuk itu
perlindungan terhadap tenaga kerja  dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar
pekerja dan menjamin kesamaan  kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi
untuk mewujudkan kesejahteraan  pekerja.
Pekerja merupakan bagian dari tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang telah
melakukan kerja, baik bekerja untuk diri sendiri maupun bekerja dalam  hubungan
kerja atau di bawah perintah pemberi kerja dan atas jasanya dalam  bekerja yang
bersangkutan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan kata lain,
tenaga kerja disebut pekerja bila ia melakukan pekerjaan  dalam hubungan kerja dan
di bawah perintah orang lain dengan menerima upah  atau imbalan dalam bentuk
lain.1
Permasalahan tenaga kerja dari tahun ke tahun menarik perhatian banyak
pihak, terutama oleh pemerhati tenaga kerja. Perjalanan seseorang sebagai  tenaga
kerja sering diperoleh kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan.  Perselisihan
1 Abdul R. Budiono, Hukum Perburuhan,(Jakarta : Permata Puri Media,2009), h.8
2antara pengusaha dan pekerja kerap terjadi dalam dunia  ketenagakerjaan di tanah air.
Seperti halnya kasus konflik perburuhan,  kekerasan, penipuan, pemecatan yang
semena-mena, upah yang tidak sesuai  standar, semakin hari semakin kompleks.
Salah satu faktor penyebabnya adalah  masih banyaknya pihak yang belum mengerti
tentang hak-hak dan kewajibankewajiban yang mereka miliki dalam suatu perjanjian
kerja yang notabene  adalah suatu perikatan hukum. Sehingga masih banyak pekerja
yang merasa  dirugikan oleh pengusaha yang memaksakan kehendaknya pada pihak
pekerja  dengan mendiktekan perjanjian kerja tersebut pada pekerjanya. Di satu sisi
pengusaha masih melihat pihak pekerja/buruh sebagai pihak yang lemah.
Yang sering muncul di dalam perselisihan hubungan kerja yaitu masalah
pemutusan hubungan kerja (PHK). Permasalahn hubungan industrial diatur dalam
Undang – Undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial.
Undang – Undang tersebut lahir atas perintah Undang –Undang no 13 tahun 2003
tentang ketenaga kerjaan.
Pasal 1 undang – undang no 2 tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan
industrial menyatakan bahwa, penyelesaian hubungan industrial adalah perbedaan
pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan
pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karna adanya
perselisihan mengenai hak, perselisihan kpentingan, perselisihan pemutusan
hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja/ serikat buruh dalam suatu
pekerjaan.
3Perjanjian kerja merupakan dasar terjadinya hubungan kerja. Pasal 50
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa hubungan kerja terjadi
karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh.2 Yang
dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan  pekerja
atau buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur Pekerja,  Upah dan
Perintah sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 1601 a KUHPerdata.
Sebagai perjanjian yang mempunyai ciri-ciri khusus (yakni mengenai
perburuhan), pada prinsipnya perjanjian kerja juga merupakan perjanjian. Sehingga
sepanjang mengenai ketentuan yang sifatnya umum, terhadap  perjanjian kerja
berlaku ketentuan umum. Perjanjian kerja merupakan perjanjian  yang memaksa,
karena para pihak tidak dapat menentukan sendiri keinginan  dalam perjanjian
sebagaimana layaknya dalam hukum perikatan dikenal dengan  istilah “kebebasan
berkontrak“ yang tercantum dalam pasal 1338 KUHPerdata.  Dengan adanya
perjanjian kerja, para pihak yang mengadakan perjanjian  mempunyai hubungan
hukum yang disebut hubungan kerja, dan sejak itulah  terhadap mereka yang
mengadakan perjanjian kerja berlaku hukum perdata.3
Isi perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan peraturan  perusahaan,
perjanjian kerja bersama dan peraturan perundang-undangan yang  berlaku.
Maksudnya, apabila di perusahaan telah ada peraturan perusahaan atau  perjanjian
2 Pasal 50 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan
3 Abdul R. Budiono. Op.cit. h.28
4kerja bersama, isi perjanjian kerja, baik kualitas maupun kuantitas  tidak boleh lebih
rendah dari peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama  di perusahaan yang
bersangkutan.
Setiap perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis atau lisan. Dalam hal
perjanjian kerja ini dibuat secara tertulis, harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan
peraturan perundang – undangan yang berlaku. Syarat – syaratnya adalah
a. Kesepakatan kedua belah pihak
b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
c. Adanya pekerja yang diperjanjikan
d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum,
kesusilaan, dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. (Pasal 52
UUNo. 13 Tahun2003)4
Dalam hal perjanjian kerja dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa  asing,
kemudian terdapat perbedaan penafsiran di antara keduanya maka yang  berlaku
adalah perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia.  Perjanjian  keja dibuat
sekurang-kurangnya dalam rangkap 3 (tiga) yang mempunyai  kekuatan hukum yang
sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing-masing  mendapat 1 (satu)
perjanjian kerja. Satu eksemplar perjanjian kerja waktu  tertentu dicatatkan oleh
4 Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 53
5pengusaha kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan
kabupaten/kota setempat selambat-lambatnya 7 hari  kerja sejak penandatanganan.5
Perjanjian kerja memegang peranan penting dan merupakan sarana untuk
mewujudkan hubungan kerja yang baik dalam praktek sehari-hari, maka  perjanjian
kerja pada umumnya hanya berlaku bagi pekerja dan pengusaha yang  mengadakan
perjanjian kerja. Dengan adanya perjanjian kerja, pengusaha harus  mampu
memberikan pengarahan/penempatan kerja sehubungan dengan adanya  kewajiban
mengusahakan pekerjaan atau menyediakan pekerjaan, yang tak lain  untuk
mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia.
Perjanjian hubungan kerja sering disebut juga perjanjian kerja. Perjanjian
kerja di dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 didefiniskan sebagai  “Perjanjian
antara pekerja dengan pengusaha/pemberi kerja yang memuat syaratsyarat kerja, hak,
dan kewajiban para pihak”.6 Syarat-syarat atau dasar-dasar  perjanjian kerja pada
prinsipnya sama dengan syarat-syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata),
yaitu:
1. Kesepakatan kedua belah pihak (konsensus);
2. Kemampuan/kecakapan melakukan perbuatan hukum (cakap hukum);
3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan (obyek tertentu);
5Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta:PT. Raja
GrafindoPersada,2001), h.41
6 Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
64. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum,
kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (causa yang
halal).
Sebagaimana perjanjian kerja, antara PT. Fetty Mina Jaya yang bergerak di
bidang perkebunan kelapa sawit di Desa Lukut Jawa Kecamatan Minas Kabupaten
Siak dengan para pekerja. Dalam Pasal 1 Surat Kesepakatan Kerja Nomor:
/SKK/FMJ/PKS-MRD I/I/05 tentang Gaji/Upaha yang diterima oleh pekerja, yaitu
sebagai berikut:
1. Pihak Pertama memberikan upah kepada Pihak Kedua sebesar Rp.500.000,-
(lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan ketentuan Gaji Pokok Rp.500.000,-
(lima ratus ribu rupiah).
2. Bilamana Pihak Kedua tidak hadir dan tidak bisa mempertanggung jawabkan
kehadirannya, maka dianggap mangkir dan dipotong gaji pokok (1 hari
mangkir = gaji pokok / 25 hari kerja).
3. Penghasilan yang telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (menurut
undang-undang perpajakan) dikenakan pajak penghasilan Pasal 21 atas gaji /
upah yang ditanggung oleh Pihak Kedua apabila telah diangkat sebagai
karyawan PB.
Dari ketentuan tersebut dapat dilihat, bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua
bersepakat untuk melaksanakan perjanjian yang telah disepakati bersama. Apabila
salah satu pihak mangkir atau tidak dapat melaksanakan perjanjian tersebut, maka
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Persyararatan dalam suatu perjanjian memang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak,
agar perjanjian yang dibuat tersebut dapat dipertanggung jawabkan.
Adapun yang terpenting dalam suatu perjanjian kerja adalah mengenai
perlindungan hak-hak dan jaminan bagi pekerja. Hal ini sangat diperlukan dalam
perjanjian kerja karena untuk mendapatkan hak-hak pekerja tentunya harus diatur
dalam perjanjian yang telah disepakati bersama. Namun hal ini tidak ada tercantum
secara jelas dalam  perjanjian kerja antara PT. Fetty Mina Jaya dengan para pekerja.
Sedangkan yang diatur dalam perjanjian kerja tersebut sebagian besar hak-hak
perusahaan yang harus dipenuhi oleh para pekerja.
Di samping itu, syarat-syarat lainnya dari perjanjian kerja yaitu tidak boleh
bertentangan dengan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Berdasarkan
latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka penulis  tertarik untuk
menuangkannya dalam sebuah skripsi yg berjudul: “TINJAUAN YURIDIS
PERJANJIAN KERJA TENTANG HAK – HAK DAN KEWAJIBAN PARA
PEKERJA APABILA TERJADI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)
PADA PT FETTY MINA JAYA MENURUT UNDANG – UNDANG NO 2 TAHUN
2004 TENTANG PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL”.
B. Batasan Masalah
Agar penulisan ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik persoalan
maka penulis membatasi permasalahan yakni berfokus pada pertanggung jawaban
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berhubungan dengan hak-hak dan jaminan bagi pekerja pada PT. Fetty Mina Jaya,
serta upaya pekerja dalam memperjuangkan hak-hak yang telah ditentukan dalam
undang-undang.
C. Rumusan Masalah
1. Bagaimana penerapan perjanjian kerja terutama mengenai hak-hak dan
jaminan pekerja di PT Fetty Mina Jaya bila ditinjau dari undang-undang No.
13 tahun 2003 tentang  ketenagakerjaan?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja apabila
perusahaan tidak memenuhi isi dari perjanjian kerja?
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, serta agar
permasalahan yang diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum
mencapai tujuan yang diinginkan, maka permasalahan pokok yang diteliti oleh
penulis adalah :
1. Untuk mengetahui penerapan perjanjian kerja terutama yang berhubungan
dengan hak-hak dan jaminan pekerja ditinjau dari Undang-undang No. 13
tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja apabila
perusahaan tidak memenuhi isi dari perjanjian kerja.
92. Manfaat Penelitian
Sedangkan manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian ini adalah sebagai
berikut :
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan
dan  informasi khususnya pada perjanjian kerja yang dibuat oleh masing-
masing  pihak.
2. Sebagai wawasan terhadap tata cara dalam penerapan perjanjian kerja
menurut UU No.3 tahun 2003 serta mengetahui langkah-langkah apa yang
ditempuh agar perjanjian kerja bisa ditaati oleh kedua belah pihak.
3. Untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana di bidang
Ilmu Hukum di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum
di UIN Suska Riau
E. Metodologi Penelitian
Keberhasilan dalam melakukan penelitian sangat ditentukan oleh metode yang
dipakai, salah dalam menetapkan metodenya akan berakibat tidak terjawabnya
permasalahan yang diteliti. Dengan demikian penulis menggunakan metode
penelitian sebagai berikut:
1. Jenis dan Sifat Penelitian
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Dilihat dari jenisnya penelitian ini tergolong ke dalam penelitian field
research dengan cara survey.7 Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan penulis
langsung mengadakan penelitian di lapangan dengan menggunakan alat pengumpul
data berupa wanwancara dan angket. Sedangkan menurut sifatnya penelitian ini
tergolong pada penelitian deskriptif, yaitu salah satu jenis penelitian yang tujuannya
untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau hubungan antara
fenomena yang diuji.
2. Lokasi Penelitian
Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah pada Fetty Minajaya yang
berada di Kabupaten Siak, Kecamatan Minas, Desaa Lukut Kampung Jawa, serta
pada Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak.
3. Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini berjumlah 232 orang yang terdiri dari:
1. Karyawan 228 orang.
2. Manajer 1 orang.
3. Asisten manajer, 2 orang.
4. Kepala Tata Usaha, 1 orang.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan purposive
sampling, adapun sampel dari penelitian ini adalah berjumlah 19 orang karyawan
7Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2004), h.13
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(10%), kemudian ditambah dengan manajer, asisten manajer, dan 1 Kepala Tata
Usaha.
4.Data dan Sumber Data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder
yang terdiri dari:
a) Data Primer, yaitu data yang penulis peroleh secara langsung dengan
pengajukan pertanyaan kepada kuesioner.
b) Data Sekuner, yaitu merupakan data yang sudah jadi atau merupakan data
yang sudah ada sebelumnya. Data sekuder merupakan data yang penulis
peroleh dengan mengumpulkan data melalui buku, undang-undang tentang
ketenagakerjaan, serta sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang
diteliti.
5. Alat Pengumpul Data
Untuk memperoleh data yang dapat dipercaya dan bisa dipertanggung
jawabkan, sehingga dapat memberikan gambaran tentang permasalahan secara
menyeluruh, maka penulis menggunakan alat pengumpul data adalah sebagai berikut:
a. Observasi, yaitu penulis langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan
pengumpulan data yang diperlukan agar nantinya dapat menjawab
permasalahan yang diteliti.
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b. Wawancara, yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan yang telah
disusun untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah yang
diteliti.
c. Kuesioner, yaitu  pengajuan daftar pertanyaan kepada responden
(karyawan) tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang
dibahas.
6. Analisis Data
Data yang sudah terkumpul selanjutnya dipilih untuk selanjutnya diolah
dengan cara mengelompokkan dan memilih data berdasarkan jenis data, selanjutnya
data yang berbentuk kualitatif disajikan atau diterangkan dengan uraian kalimat yang
jelas dan rinci. Sedangkan data kuantitatif disajikan dalam bentuk tabel. Kemudian
penulis melakukan interpretasi data dengan menghubungkan suatu data dengan data
yang lainnya. Kemudian penulis menghubungkan dengan teori-teori dan ketentuan-
ketentuan hukum yang berkaitan dengan cara induktif, yaitu suatu metode penarikan
kesimpulan dari ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus kepada yang bersifat
umum.
F. Sistematika Penulisan
BAB I : PENDAHULUAN,
pada bab ini penulis  mengemukakan hal-hal yang melatar
belakangi penelitian. Pada bab ini  terdiri dari beberapa sub
bab, sub bab pertama adalah latar belakang yang  berisi
argumentasi penulis terhadap judul yang ada, rumusan
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masalah, metode penelitian  yang berupa cara melakukan
penelitian, jenis data, sumber  data, teknik pengumpulan data,
dan metode analisis data, selanjutnya adalah sistematika
penulisan yang merupakan  kerangka atau susunan dari isi
penelitian
BAB II : TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN
menguraikan tentang gambaran ringkas sejarah perusahaan,
perjanjian kerja antara PT. Fetty Mina Jaya dengan Pekerja dan
hak dan kewajiban pekerja.
BAB III : TINJAUAN TENTANG KETENAGAKERJAAN
Pada bab ini berisikan pengertian tenaga kerja, kesepakatan
kerja, hukum ketenagakerjaan, serta hak-hak pekerja.
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bagian ini merupakan bagian dari pembahasan skripsi ini
yang berisi pembahasan yang berhubungan dengan penerapan
perjanjian kerja yang berhubungan dengan hak-hak dan
jaminan pekerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003, serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja
apabila perjanjian tersebut tidak dilakukan oleh perusahaan.
BAB V               : PENUTUP. Pada bab ini berisikan kesimpulan dari
pembahassan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya
dan juga saran-saran dari pembahasan yang telah diuraikan
dalam skripsi ini.
DAFTAR PUSTAKA
